
 

 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/20/Kept./403.013/2022 

TENTANG 

KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT 

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf G angka 15 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

diamanatkan bahwa dalam hal tidak terdapat Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat 

menetapkan pejabat fungsional selaku Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala 

Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Kriteria Penetapan Pejabat 

Fungsional Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 



8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

40); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

116); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   :  

KESATU :  Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Selaku Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

Anggaran 2022, yakni sebagai berikut: 

a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk adalah Pejabat 

Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrator atau 

Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional dan memiliki 

kemampuan manajerial dan berintegritas; 

b. Minimal memenuhi jenjang fungsional ahli muda; dan 

c. Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat 

pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal  19 Januari 2022 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 


